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ABSTRAK 

Yusuf Aji Purnomo: Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan 

Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 

2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat 

Desa Di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Di Desa 

Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu) 

Pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Rokan Hulu sudah diatur 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 

Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan 

Hulu. Akan tetapi masih belum sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. seperti 

adanya hambatan atau masalah yang terjadi didalam mekanisme pengangkatan 

perangkat desa. yaitu kurangnya transparansi didalam melakukan penjaringan hasil 

pengangkatan perangkat desa, peraturan yang masi bersifat tidak tegas, dan 

kurangnya rasa keingin tahuan masyarakat untuk mengetahui pemerintahan desa. 

Dilihat dari latar belakang permasalahan diatas, maka perumusan masalah dari 

penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan 

Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 

Desa di Kabupaten Rokan Hulu, dan apa hambatan pelaksanaan mekanisme 

pengangkatan perangkat desa tersebut. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Data primer diperoleh 

langsung dari perangkat desa setempat yaitu pemerintahan desa. Data sekunder 

diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, dan buku-buku yang terkait. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara, dan analisis data 

dengan cara  deskriptif Kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan cara observasi dan 

wawancara bahwa mekanisme pengangkatan perangkat desa di desa Tapung Jaya 

masih belum terlaksana sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati 

Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017, Hambatan pelaksanaan peraturan 

bupati tersebut kurangnya transparansi didalam melakukan penjaringan hasil 

pengangkatan perangkat desa, peraturan yang masi bersifat tidak tegas, dan 

kurangnya rasa keingin tahuan masyarakat untuk mengetahui pemerintahan desa, 

yang seharusnya meluluskan calon perangkat desa yang memiliki nilai paling 

tertinggi, memiliki sangsi dalam peraturan, dan mengikuti peraturan yang telah 

ditentukan dalam peraturan tersebut.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia adalah Negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 

1945 pasca amandemen.
1
 Konsekuensi dari ketentuan ini adalah setiap sikap, 

kebijakan, dan perilaku alat Negara, dan penduduk harus berdasar dan sesuai 

dengan hukum, untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan 

arogansi kekuasaan baik yang dilakukan oleh alat Negara maupun penduduk.
2
 

Dalam perkembangannya, paham Negara hukum tidak dapat 

dipisahkan dari paham kerakyatan (demokrasi). Secara teoritis, demokrasi 

adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
3
 

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa 

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk republic. Dengan 

istilah Negara Kesatuan itu dimaksud, bahwa susunan Negaranya hanya 

terdiri dari satu Negara saja dan tidak dikenal adanya Negara didalam Negara 

seperti halnya pada suatu Negara federal. Indonesia memiliki wilayah sangat 

luas yang meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil. Salah satunya 

adalah Desa.  

                                                             
1
 Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 pasca amandemen 

2
 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 88 

3
 Nomensen Sinamo, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Permata Aksara, 2014) h. 53 
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Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-

undang  nomor 6 tahun 2014 tentang Desa)
4
. Desa adalah suatu wilayah yang 

ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di 

dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi 

pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

Desa yang merupakan lingkup organisasi atau merupakan susunan 

pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran 

penting dalam menjalankan otonomi yang di amanatkan oleh konstitusi 

sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Dalam menjalankan otonomi 

seperti yang diamanatkan konstitusi maka diperlukan peran pemerintahan 

desa. 

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa). Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah 

                                                             
4 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang  nomor 6 tahun 2014 
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administratif Indonesia berada di bawah kecamatan. Desa dipimpin oleh 

seorang kepala desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem 

dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam 

Penyelenggaraan pemerintahan ini, kepala desa bertanggung jawab kepada 

Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan 

pemerintahan tersebut kepada Bupati. Dalam menyelenggarakan 

pemerintahan, kepala desa dibantu oleh prangkat desa.
5
 

Perangkat Desa atau perangkat kelurahan merupakan pegawai pejabat 

pelayanan public yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap 

pelayanan kepada masyarakat, dan membantu lurah atau Kepala Desa dalam 

menjalankan tugasnya. Tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat 

mengharuskan para perangkat Desa harus dapat memberikan pelayanan sesuai 

keinginan dengan masyarakat. Oleh karna itu perangkat desa dituntut 

memiliki kemampuan, keterampilan, dan perasaan perhatian yang tulus dan 

membutuhkan rasa empati yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya 

melayani masyarakat. 

Sesuai Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 25 bahwa 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan Nama lain dan 

yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam 

                                                             
5
 Suryaningrat, Bayu. Pemerintahan Administrasi dan Kelurahan. (Jakarta : Aksara Baru, 1985) 

h. 64 
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ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut Staf. Staf profesional diartikan 

sebagai pegawai pembantu pimpinan yang memiliki keahlian dalam 

bidangnya, bertanggung jawab, dan berprilaku professional dalam 

menjalankan tugasnya. Selanjutnya dalam pasal 26 disebutkan; Kepala Desa 

bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan 

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan maysarakat desa. 

Dengan demikian bahwa yang dinamakan perangkat desa adalah pembantu 

kepala Desa melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
6
 

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan 

dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
7
 

Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan. Karena 

tugas Pemerintah Desa yang bisa dikatakan cukup berat, maka perangkat desa 

harus memiliki kemampuan yang memadai untuk mendukung Kepala Desa 

dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. 

Penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis berlokasi di Desa Tapung 

Jaya yang berada di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi 

Riau. Karena peneliti melihat dan masyarakat rasakan, didalam pengangkatan 

                                                             
6
 http://repository.radenintan.ac.id/2487/1/SKRIPSI_SALMAN.pdf di akses pada tanggal 19-

04-2021 pukul 20:15  
7
 Moch. Solekhan, MAP, Penyelengaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat 

(Malang: Setara Pres, 2014) h. 16 

http://repository.radenintan.ac.id/2487/1/SKRIPSI_SALMAN.pdf
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perangkat desa tidak sesuai dengan Peratuaran Bupati Kabupaten Rokan Hulu 

Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat 

Desa. Tidak adanya mekanisme yang benar dalam pengangkatan perangkat 

desa, seperti tidak adanya transparansi dalam melalukan penjaringan hasil 

pengangkatan perangkat desa, tim pengangkatan perangkat desa atau panitia 

pengangkatan perangkat desa yang dipilih oleh kepala desa yang terdiri dari 

tokoh masyarakat, tokoh agama, golongan profesi, tokoh pemuda, dan tokoh 

perempuan.  

Tugas dari panitia pengangkatan perangkat desa adalah 

mengumumkan dan menerima pendaftaran calon perangkat desa, menyusun 

jadwal waktu dan tempat, menyusun anggaran biaya, menyusun tata tertib 

pelaksanaan, melakukan pemeriksaan berkas persyratan administrasi, 

menyusun materi ujian, melaksanakan penilaian hasil ujian, membuat berita 

acara pelaksanaan pengangkatan perangkat desa, mengumumkan hasil ujian, 

dan melaporkan hasil ujian kepada kepala desa.
8
 

Didalam kenyataannya masi terdapat beberapa kesalahan seperti tidak 

ada kesesuaiannya peraturan dengan yang terjadi dilapangan. Contohnya 

seperti tidak trasparansi dalam melakukan hasil dari nilai ujiannya, kemudian 

peraturan yang masi bersifat tidak tegas.  

Berdasarkan  latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang : MEKANISME PENGANGKATAN 

                                                             
8
 Pasal 8 Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017  
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PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI 

KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI 

KABUPATEN ROKAN HULU (Studi Kasus Di Desa Tapung Jaya, 

Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu). 

 

B. Batasan Masalah  

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tersusun sistematis dan 

terarah maka penulis membatasi ruang lingkup ini terhadap pelaksanaan 

mekanisme pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati 

Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan 

Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 

28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat 

Desa Di Kabupaten Rokan Hulu terhadap mekanisme pengangkatan 

perangkat desa di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten 

Rokan Hulu?  
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2. Apa masalah yang terjadi dalam pelaksanaan mekanisme pengangkatan 

perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu 

Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian 

Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten 

Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan 

Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu terhadap 

mekanisme pengangkatan perangkat desa di Desa Tapung Jaya, 

Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu.  

2. Untuk mengetahui factor penyebab tidak terlaksanakannya mekanisme 

pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten 

Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan 

Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu.  

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap akan mendatangkan 

manfaat-manfaat, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

penjelasan terhadap pembaca, yaitu penjelasan mengenai mekanisme 
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pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten 

Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan 

Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu. 

2. Manfaat Praktis  

a. Untuk pembaca; sebagai menambah pemahaman tentang pentingnya 

mengikuti peraturan yang telah disah kan. 

b. Untuk peneliti; sebagai  tambahan ilmu tentang penulisan karya ilmiah 

dan bekal menuju sarjana hukum yang profesional serta berguna untuk 

melengkapi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum. 

 

E. Metode Penelitian  

Metode penelitian dapat di gunakan untuk menjelaskan, menguraikan 

dan memprediksi suatu fenomena, sehingga bisa menghasilkan pengetahuan 

baru.
9
 Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai 

berikut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

sosiologis, dengan melakukan survey secara langsung ke lapangan untuk 

mengumpulkan data primer dan data sekunder. Penelitian yang dilakukan 

dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum 

                                                             
9 Kris H. Timotius, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta, Andi, 2017), h. 5. 
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ini berlaku dalam masyarakat.
10

 Sedangkan sifat penelitian ini adalah 

deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan 

gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.
11

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah daerah Di Kabupaten Rokan 

Hulu khususnya di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten 

Rokan Hulu. 

3. Subjek dan Objek Penelitian  

a. Subjek penelitian ini adalah yang dijadikan sumber informasi yang 

dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.
12

 Adapun yang 

menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa Tapung 

Jaya Kabupaten Rokan Hulu. 

b. Objek penelitian adalah masalah atau tema yang akan diteliti.
13

 

Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah mekanisme 

pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten 

Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan 

Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu. 

 

 

                                                             
10

 Soerjono Soekanto, Pengantar Hukum, (Jakarta, UII Press, 1982), h. 51. 
11

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), 

h. 25. 
12

 Djam’in Satrio dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, Alfabeta, 

2014), h. 46. 
13

 Hartono, Metode Penelitian, (Pekanbaru, Anafah Publishing, 2011), h. 46. 
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4. Populasi dan Sampel  

Tabel I.I 

Populasi dan Sampel 

No Responden Populasi Sampel Presentase 

1 

Perangkat 

Desa 

8 8 100% 

2 

Masyarakat 

Yang 

Mempunyai 

Hak Pilih 

1.765 50 2,8% 

 

Berdasarkan tabel diatas, Populasi adalah keseluruhan atau 

himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah pemerintahan desa yaitu kepalaa desa, 

bendahara desa, beserta staf perangkat desa kemudian jumlah penduduk 

yang memiliki hak pilih di Desa Tapung Jaya yang berjumlah 764 jiwa.   

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. 

Karena jumlah populasi yang banyak maka penulis mengambil 38 

masyarakat untuk sebagai sampel dan pendukung untuk pengambilan data 

penelitian ini. 
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5. Sumber Data  

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama, yaitu perilaku masyarakat yang terdiri dari Perangkat desa 

dan calon perangkat desa. Melalui penelitian ini pengumpulan data 

primer dengan melakukan wawancara atau interview langsung kepada 

responden, serta observasi data yang diperoleh langsung dari lapangan 

atau tempat lokasi penelitian. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari 

masyarakat yang mempunyai hak pilih dan literatur tentang 

perundangan-undangan. Misalnya buku-buku, undang-undang, dan 

peraturan lainnya yang turut mendukung penelitian ini. 

6. Metode Pengumpulan Data  

a. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan pengamatan langsung kelapangan di Desa Tapung Jaya, Kab. 

Rokan Hulu, Prov. Riau. 
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b. Wawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab secara langsung atau diajukan secara verbal kepada responden. 

Tanya jawab dilakukan dengan masyarakat atau objek penelitian. 

c. Angket 

Angket adalah dengan cara membuat daftar pernyataan secara 

tertulis yang bersifat terbuka yang ditujukan secara tertulis dan 

disebarkan kepada responden. 

d. Kajian Pustaka  

Yaitu penulis mengambil kutipan dari membaca literatur atau 

buku-buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan 

yang sedang penulis teliti demi mencari data sekunder untuk 

mendukung data primer.
14

 

7. Analisis Data  

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi 

dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara 

deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian di tuangkan 

dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk 

memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik 

kesimpulan secara deduktif, yaitu dari bersifat umum menuju hal yang 

                                                             
14 Bambang Sunggono, MetodologiPenelitianHukum, (Jakarta: PT. Raja Garafindo, 2002) h. 36 
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bersifat khusus.
15

 Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan 

metode deduktif. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Secara sistematis penulisan ini akan dipaparkan dalam lima pokok 

bahasan, dan dari masing-masing pokok bahasan akan dibagi ke dalam sub-

sub sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum 

Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Tandun, Riau sebagai lokasi 

penelitian. 

BAB III TINJAUAN TEORITIS  

Pada bab ini berisikan teori – teori sebagai dasar hukum yang 

digunakan dan konsep – konsep yang berhubungan dengan 

pembahasan dalam penelitian ini tentang mekanisme pengangkatan 

perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu 

                                                             
15 Ibid, h. 127. 
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Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian 

Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil 

penelitian – penelitian dengan rumusan masalah yang berkaitan 

pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 

Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat 

Desa Di Kabupaten Rokan Hulu terhadap mekanisme pengangkatan 

perangkat desa di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten 

Rokan Hulu dan masalah yang terjadi pelaksanaan mekanisme 

pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten 

Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan 

Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa ini 

terletak di Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. 

Desa Tapung Jaya berdiri dengan adanya Program Transmigrasi dari 

Pemerintahan pada tahun 1980 gunanya untuk pemerataan penempatan 

penduduk di wilayah Indonesia dengan sasaran pembukaan lapangan kerja. 

Penduduk Desa Tapung Jaya terdiri dari berbagai macam adat, suku, 

dan kebudayaan yang beragamam, namun mereka memiliki rasa kebersamaan 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan 

kebersamaan dalam membangun desa menjadi yang lebih baik. 

Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu 

memiliki luas wilayah 2157 Ha yang berbatasan : 

a) Sebelah utara berbatasan dengan Ujung Batu Timur 

b) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dayo Mukti 

c) Sebelah barat berbatasan dengan Lubuk Bandahara 

d) Sebelah timur Berbatasan dengan Tandun Barat 

Dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Kampar terbagi 

menjadi dua dengan Kabupaten Rokan Hulu, Desa Tapung Jaya termasuk 
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dalam wilayah Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah penduduk 

Desa Tapung Jaya terdiri dari 869 KK. 

Secara administrasi Desa Tapung Jaya terdiri dari 3 Dusun, 6 RW dan 

12 RT, yang menempati luas areal 2157 Ha. Jumlah penduduk yang mendiami 

Desa Tapung Jaya sampai bulan Mei 2022 berjumlah 2.876 Jiwa atau 869 

KK. 

Klasifikasi penduduk Desa Tapung Jaya menurut jenis kelamin 

sebagaimana diatas penulis akan menyajikan dengan menggunakan  sistem 

tabel sebagai berikut : 

Tabel II.1 

Klasifikasi Penduduk Desa Tapung Jaya Menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

1 Laki-laki 1.471 51,14% 

2 Perempuan 1.405 48,85% 

 Jumlah 2.876 100% 

Sumber Data : Kantor Desa Tapung Jaya  

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penduduk Desa 

Tapung Jaya lebih didominasi oleh kaum laki-laki dibandingkan dengan kaum 
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perempuan, yaitu laki-laki berjumlah 1.471 jiwa sedangkan perempuan 

berjumlah 1.405 jiwa. 

B. Data Penduduk  

1. Umur  

 Bedasarkan komposisi penduduk Desa Tapung Jaya dapat dilihat dari 

tingkat umur yang sangat beragam dapat dilihat dari tabel di berikut ini: 

Tabel II.2 

Klasifikasi Penduduk Desa Tapung Jaya Menurut Umur 

No Tingkatan Umur Jumlah Presentase 

1 < 1 Tahun 47 Jiwa 1,63% 

2 2-4 Tahun 490 Jiwa 17,03% 

3 5-14 Tahun 574 Jiwa 19,95% 

4 15-39 Tahun 1.566 Jiwa 54,45% 

5 40-64 Tahun 126 Jiwa 4,38% 

6 65 Tahun ke atas 73 Jiwa 2,53% 

 Jumlah 2.876 Jiwa 100% 

Sumber Data : Kantor Desa Tapung Jaya  

Dari tabel diatas dapat disimpulkan penduduk yang berumur 0-1 tahun 

(usia  balita) berjumlah 47 jiwa. Umur 2-4 tahun (usia anak-anak) berjumlah 

490 jiwa. Umur 5-14 tahun (usia tingkat SD) berjumlah 574 jiwa. Umur 15-39 

tahun (usia tingakat SMP, SMA, Mahasiswa dan Pekerja) berjumlah 1.566 
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jiwa, dan dari umur 20 keatas mayoritas penduduk di usia ini telah 

melangsungkan pernikahan. Umur 40-64 tahun berjumlah 126 jiwa, untuk 

penduduk yang berusia 40-50 masih ada yang berkerja. Dan untuk umur 65 

tahun keatas (usia lansia) berjumlah 73 jiwa. Berdasarkan tabel diatas, 

mayoritas penduduk yang bekerja di usia 20-50 tahun. 

2. Suku Bangsa  

Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi 

dirinya dengan sesama berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama 

dengan merujuk ciri khas seperti budaya, bangsa, bahasa, agama dan perilaku. 

Suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan 

sosial lainnya, karena mempunyai ciri-ciri yang paling mendasar dan umum 

yang berkaitan dengan asal usul, tempat asal, serta kebudayaannya.  

Suku bangsa adalah suku sosial yang khusus dan bersifat askriptif (ada 

sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. 

Indonesia dikenal bangsa dengan banyak suku bangsa, dan menurut statistik 

hampir mencapai 300 suku bangsa. Setiap suku mempunyai adat istiadat, tata 

kelakuan, dan norma yang berbeda. Namun demikian, beragam suku bangsa 

ini mampu mengintegrasikan dalam suatu negara Indonesia untuk mencapai 

tujuan masyarakat yang adil dan makmur.
16

 

Dilihat berdasarkan tabel dari suku bangsa penduduk Desa Tapung 

Jaya mayoritas bersuku bangsa Jawa. Hal ini dijelaskan pada tabel berikut : 

                                                             
16

 https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-suku-bangsa/ 
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Tabel II.3 

Klasifikasi Penduduk Desa Tapung Jaya Berdasarkan Suku Bangsa 

No Suku Bangsa Jumlah Persentase 

1 Melayu 119 Jiwa 4,13% 

2 Jawa 2.503 Jiwa 87,03% 

3 Minang 103 Jiwa 3,58% 

4 Batak 48 Jiwa 1,66% 

5 Sunda  103 Jiwa  3,58% 

 Jumlah 2.876 Jiwa 100% 

Sumber Data : Kantor Desa Tapung Jaya 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang 

bersuku jawa menjadi mayoritas di Desa Tapung Jaya dengan jumlah 

penduduk 2.503 jiwa (87,03%), di urutan ke dua adalah suku melayu yang  

berjumlah 119 jiwa (4,13%), suku minang dan sunda berada di urutan ke tiga 

dan empat yang masing-masing berjumlah, suku minang 103 jiwa (3,58%) 

dan suku sunda 103 jiwa (3,58%) , dan suku batak menjadi urutan ke lima 

dengan jumlah penduduk yaitu 48 ( 1,66%). 

3. Agama  

Agama adalah sistem keyakinan atau kepercayaan manusia terhadap 

sesuatu zat yang dianggap Tuhan. Keyakinan terhadap suatu zat yang 

dianggap Tuhan itu diperoleh manusia berdasarkan yang bersumber dari 
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pengetahuan diri seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim, misalnya ketika 

daya nalarnya mencoba menelusuri alam ciptan Tuhan, sehingga pada 

akhirnya menemukan zat Allah sebagai Tuhan yang layak disembah karena 

maha pencipta alam semesta. Pengetahuan seseorang juga bisa diperoleh 

berdasarkan input yang datang dari luar, mungkin informasi dari orang tua, 

guru, atau dari tokoh yang memiliki otoritas ilmu pengetahuan. Secara 

sederhana, dapat dimengerti asal ada orang percaya kepada Zat Tuhan, berarti 

dia sudah beragama. Siapapun Tuhannya itu adalah hak setiap orang sesuai 

latar belakang pengetahuannya masing-masing.
17

 

Selanjutnya agama juga didefinisikan sebagai sistem kepercayaan, 

yang di dalamnya meliputi aspek-aspek hukum, moral dan budaya. Agama 

sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap suatu yang bersifat adikodrati 

(supernatural) dan seakan menyertai manusia dalam ruang lingkup kehidupan 

yang luas. Agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan secara individu maupun 

dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Selain itu agama juga 

memberi dampak kehidupan sehari-hari.
18

 

Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia dan masyarakat, karena agama memberikan sebuah sistem nilai yang 

memiliki derivasi pada norma-norma masyarakat untuk memberikan 

pengabsahan dan pembenaran dalam mengatur pola perilaku manusia, baik di 

                                                             
17

 Abdulah Ali, Agama dalam perspektif Sosiologi Antropologi, STAIN Cirebon: 2005. 
18

 http://repo.iain-padangsidimpuan.ac.id/269/1/Ali%20Amran.pdf 
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level individu dan masyarakat. Agama menjadi sebuah pedoman hidup 

singkatnya.
19

 

Maka dari itu, penduduk Desa Tapung Jaya memiliki masyarakat yang 

beragama. masyarakat Desa Tapung Jaya memiliki mayoritas penduduk yang 

beragama Islam, tetapi ada masyarakat yang menganut agama Kristen dan 

agama Katolik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel II.4 

Klasifikasi Penduduk Desa Tapung Jaya Berdasarkan Agama 

No Agama Jumlah Presentase 

1 Islam 2.832 Jiwa 98,47% 

2 Katolik 28 Jiwa 0,97% 

3 Kristen 16 Jiwa 0,55% 

 Jumlah 2876 Jiwa 100% 

Sumber Data : Kantor Desa Tapung Jaya  

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa 

Tapung Jaya yang memeluk agama Islam yaitu dengan jumlah 2.832 jiwa 

(98,47%), kemudian penduduk yang beragama Katolik berjumlah 28 jiwa 

(0.97%), dan penduduk yang beragama Kristen berjumlah 16 jiwa (0,55%),  

sedangkan untuk agama Hindu dan Budha tidak ada penganutnya di Desa 

Tapung Jaya. 

                                                             
19

 ibid, h. 26 
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Penduduk Desa Tapung Jaya mayoritasnya beragama Islam, walaupun 

sebagian penduduk ada yang menganut agama selain Islam mereka hidup 

rukun dan damai. Kehidupan keagamaan berkembang dengan baik dan 

mengalami peningkatan diberbagai bidang. Hal ini terbukti dengan adanya 

sejumlah tempat ibadah yaitu 4 buah Masjid dan 11 buah mushalla serta 1 

buah Gereja. 

 

C. Prasarana dan Sarana Umum Desa Tapung Jaya 

1. Prasarana Peribadatan  

Peribadatan berasal dari kata dasar ibadat. Peribadatan adalah sebuah 

homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi 

maknanya berbeda. Peribadatan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata 

benda sehingga peribadatan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, 

atau semua benda dan segala yang dibendakan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata peribadatan 

adalah hal (cara dan sebagainya) beribadat. Arti lainnya dari peribadatan 

adalah tempat beribadat.
20

 

Prasarana peribadatan di Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun yaitu 

seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut :  

 

 

                                                             
20

 https://kbbi.lektur.id/peribadatan 
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Tabel II.5 

Sarana Peribadahan Desa Tapung Jaya 

No Sarana Ibadah Jumlah 

1 Masjid 4 Unit 

2 Musallah 11 Unit 

3 Gereja 1 Unit 

 Jumlah 16 Unit 

Sumber Data : Kantor Desa Tapung Jaya  

Berdasarkan data pada tabel di atas, prasarana peribadatan yang ada di 

Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebanyak 

4 unit Mesjid, 11 unit Musallah, 1 unit Gereja. Dengan adanya prasarana 

peribadatan di pedesaan akan mendukung upaya peningkatan pengalaman 

hidup beragama dan meningkatkat kwalitas penduduk yang baik bagi 

masyarakat Desa Tapung Jaya. 

2. Prasarana Pendidikan  

 Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang dimiliki oleh 

masyarakat, karena pendidikan sangat mempengaruhi maju tidaknya suatu 

daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorag maka semakin tinggi pula 

daya fikir orang tersebut. Begitu pula dengan semakin banyak orang yang 

berpendidikan dalam suatu daerah, semakin maju pula daerah tersebut. 
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Sarana pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam 

mendukung kelancaran proses pendidikan. Adapun sarana pendidikan yang 

ada di Desa Tapung Jaya dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel II.6 

Sarana Pendidikan Desa Tapung Jaya 

No Sarana Pendidikan Jumlah 

1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2 

2 Taman Kanak-Kanak (TK) 2 

3 Sekolah Dasar (SD) 2 

4 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 

5 Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) 2 

 Jumlah  

Sumber Data : Kantor Desa Tapung Jaya  

Dari penjelasan diatas sarana pendidikan Desa Tapung Jaya PAUD 1 

unit, TK 2 unit, SD 2 unit, SMP 1 unit, dan MDA 2 unit, sedangkan untuk 

tingkat SMA di Desa Tapung Jaya belum ada. Sehingga siswa yang 

menempuh tingkat SMA harus ke desa lain hingga ke kota. 

3. Prasarana dan Sarana Kesehatan  

Prasarana dan sarana kesehatan di pedesaan sangat berperan penting 

dalam memelihara kesehatan dan meningkatkan kwalitas kesehatan 
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masyarakat desa. Prasarana dan sarana yang berada di Desa Tapung Jaya yaitu 

seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut :  

  Tabel II.7   

Prasarana Dan Sarana Kesehatan  

No Sarana Kesehatan Jumlah 

1 Posyandu 3 

2 Puskesdes 1 

3 Bidan  2 

4 Ambulance desa  1 

 Jumlah  

Sumber Data : Kantor Desa Tapung Jaya  

4. Prasarana dan Sarana Olahraga 

Olahraga memiliki peran yang penting dalam menunjang kesehatan 

tubuh. Dengan berolahraga, tubuh akan tetap sehat serta bugar. Tak sekadar 

memberikan manfaat secara fisik, melakukan aktivitas olahraga dapat 

memberikan manfaat lain, baik secara mental maupun sosial.  

Prasarana Olahraga yang terdapat di Desa Tapung Jaya yaitu seperti 

yang dijelaskan dalam tabel berikut :  
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Tabel II.8 

Prasarana Dan Sarana Olahraga   

No Sarana Olahraga Jumlah 

1 Lapangan Sepak Bola  1 

2 Lapangan Bulu Tangkis  1 

3 Tenis Meja  2 

4 Lapangan Voli  4 

 Jumlah 8 

Sumber Data : Kantor Desa Tapung Jaya  

Berdasarkan data prasarana dan sarana olahraga yang terdapat dalam 

tabel, maka sarana olahraga yang ada di Desa Tapung Jaya sebanyak 1 unit 

lapangan sepak bola, 1unit lapangan bulu tangkis, 2 unit tenis meja, 4 unit 

lapangan voli.  

 

D. Mata Pencaharian Penduduk  

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. 

Mata pencaharian diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam 

memberdayakan potensi sumber daya alam.
21

 

                                                             
21

 file:///C:/Users/H%20P/Downloads/12806-25542-1-SM.pdf (di akses pada tanggal 18 juli 

2022) 

file:///C:/Users/H%20P/Downloads/12806-25542-1-SM.pdf
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Seperti halnya kebanyakan masyarakat kehidupan mereka adalah 

sebagai petani. Walaupun ada sebagian masyarakat yang bekerja selain petani 

namun ini hanya sedikit, agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel II.9 

Klasifikasi Penduduk Desa Tapung Jaya Berdasarkan Pencaharian 

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah Presentase 

1 Petani  800 57,34% 

2 Nelayan  0 0% 

3 Buruh Tani/Buruh Nelayan  343 24,58% 

4 Buruh Pabrik  41 2,93% 

5 PNS  36 2,58% 

6 Pegawai Swasta 62 4,44% 

7 Wiraswasta/Pedagang  111 7,95% 

8 TNI 1 0,07% 

9 POLRI 1 0,07% 

 Jumlah 1.395 100% 

Sumber Data : Kantor Desa Tapung Jaya  

Berdasarkan tabel diatas, penduduk desa Tapung Jaya jenis mata 

pencaharian yang paling banyak adalah petani dengan jumlah 800 penduduk, 

Karena mayoritas penduduk desa Tapung Jaya memiliki kebun sawit. Urutan 

kedua adalah buruh tani/buruh nelayan dengan jumlah pekerja 343 jiwa, untuk 
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urutan ketiga yaitu wiraswasta/pedagang yang mencapai 7,95% dengan 

jumlah 111 jiwa, selanjutnya di uratan keempat dengan jumlah 62 jiwa yaitu 

pegawai swasta, dan untuk buruh pabrik dan PNS di urutan kelima dan 

keenam dengan jumlah buruh pabrik 41 jiwa dan PNS dengan jumlah 36 jiwa, 

sedangkan diurutan terakhir yaitu TNI dan PORLI masing-masing 0,07% dari 

jumlah 1 jiwa. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Desa  

1. Defenisi Desa  

Kata Desa berawal dari bahasa India yaitu swadasi yang memiliki 

arti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang 

merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan kesatuan norma, serta memiliki 

batas yang jelas.
22

 Kata desa juga berasal dari bahasa Sansekerta yakni 

“dhesi” yang berarti tempat lahir. 

Desa memiliki banyak sebutan di masyarakat di Indonesia. Di 

daerah Sunda, desa kerap disebut dengan kampung. Sementara, di Madura 

desa disebut dengan kanpong. Lalu, di Aceh desa dikenal dengan nama 

gampong dan di Padang disebut dengan nagari. Selain penyebutannya 

yang beragam, para ahli juga mendefinisikan desa dengan beragam 

pengertian. Berikut uraiannya: 

Menurut Sutardjo Kartodikusumo, desa adalah suatu kesatuan 

hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa 

mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Saniyanti 

                                                             
22

 Sadu Westiono, Irwan Tahir, Prospek Pengembangan Desa, Bandung: CV. Focus Media, 

2007, H.7.  
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Nurmuharimah, desa merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat 

yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. 

Beberapa pengertian lainnya juga ditambahkan oleh R. Bintarto. 

Menurut beliau, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, 

ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam 

hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. 

Pendapat R. Bintarto mencakup berbagai segmen dari ekonomi, politik 

dan juga budaya. 

Paul H. Landis memberikan definisi desa lebih lengkap dengan ciri-

ciri yang melekat pada masyarkatnya. Menurut Paul, desa memiliki 3 ciri 

yakni sebagai berikut: 

a) Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal 

antar ribuan jiwa 

b) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan 

terhadap kebiasaan 

c) Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum 

yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan 

alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan 

agraris adalah bersifat sambilan. 

Berbeda dengan ahli lainnya, definisi desa menurut Paul 

menggarisbawahi pada jumlah penduduk secara mendetail dengan 
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batasan ribuan jiwa. Sedangkan di nomor dua, Paul memberikan garis 

bawah tentang kebiasaan yang sama dalam suatu wilayah desa. Dan untuk 

melengkapinya, Paul memberikan ciri nomor 3 yang lebih mengarah pada 

faktor geografis desa.
23

 

Definisi desa juga ditekankan dan juga diperkuat oleh hukum 

melalui Undang Undang. UU yang memberikan definisi tentang desa 

adalah UU No. 5 Tahun 1979 yang menjelaskan bahwa desa adalah suatu 

wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan 

masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat dan hukum yang 

mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat 

dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24

 

Definsi desa menurut UU ditambahkan pada UU No. 22 Tahun 

1999. Dalam UU tersebut, kembali dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional 

dan berada di daerah Kabupaten.
25

 

                                                             
23 https://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/  
24

 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Tentang Desa  
25

 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Desa  

https://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/
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Dan memurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan 

bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayang yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang di akui dan di hormati 

dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia. 
26

 

Pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah 

Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, 

asal-usul, adat istiadat, kondisi social budaya masyarakat desa serta 

kemampuan potensi desa.
27

 

Dalam suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk atau 

yang disebut dengan desa memiliki suatu kesatuan masyarakat yang 

didalam kesatuan tersebut mempunyai organisasi pemerintahan terendah 

langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya 

sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Repulik Indonesia. 

2. Pemerintahan Desa  

Desa di Indonesia pada umumnya memiliki suatu bentuk 

pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan desa
28

, Pada Pasal 1 ayat 

(2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian 

                                                             
26

 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa  
27

 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa  
28

 Fitri Kurnianingsih, Pembinaan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Desa Di 

Daerah Pesisir, Yogyakarta: Samudera Biru, 2022, H.12 
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tentang Pemerintahan desa dinyatakan yakni; ”Pemerintahan desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.” 

Secara umum pemerintah merupakan organisasi, badan, lembaga 

yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta 

Undang-undang di wilayah tertentu.
29

 

Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, dan Lembaga 

Masyarakat Desa yang di bantu oleh perangkat desa yang terdiri dari 

sekretaris desa, staf/kepala urusan, dan Kepala dusun. 
30

 Masing-masing 

bisa mengangkat satu orang staf sesuai dengan kebutuhan.
31

 

Dengan demikian bahwa pemerintah desa adalah pemerintahan 

yang terendah yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat yang bertanggung 

jawab terhadap rumah tangganya sendiri. 

3. Perangkat Desa  

Perangkat desa merupakan unsur pembantu kepala desa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 Pasal 48 sampai dengan Pasal 53 mengatur bahwa perangkat desa 

terdiri dari secretariat desa, pelaksaan wilayah, dan pelaksaan teknis. 

                                                             
29

 Nurdin Ismail, Etika Pemerintahan, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017, H. 9. 
30

 Soekanto, Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hukim Perdamaian, Jakarta: CV. Rajawali, 

1986, H.22. 
31

 Daulay Rahmat, Pergolakan Pemikiran Reformasi Birokrasi, Sleman: Deepublish 2021, h.57. 
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Mereka diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepala 

desa. Untuk dapat diangkat menjadi perangkat desa harus memenuhi 

beberapa persyaratan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.  

Larangan bagi perangkat desa antara lain merugikan kepentingan 

umum, melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat desa, menjadi 

pengurus partai politik, ikut serta dalam kampanye pemilihan umum, dan 

lain-lain.
32

 Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi social budaya masyarakat setempat.
33

 

4. Struktur Pemerintahan Desa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32

 Triputro R. Widodo, Regulasi Desa, Yogyakarta: deepublish, 2019, h.54. 
33

 Rusyan H.A. Tabrani, Membangun efektifitas kinerja kepala desa, Jakarta: Bumi Aksara, 

2018, h.10. 
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Gambar III.1 

(Struktur Pemerintahan Desa Tapung Jaya) 

Pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangannya sendiri 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

desa.
34

 

Penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa :  

a. Kepala Desa  

Kepala desa atau yang biasa disebut dengan kades 

memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :  

1) Menjalankan roda pemerintahan desa dengan dasar 

kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan BPD 

(Badan Perwakilan Desa) 

2) Mengajukan suatu rancangan tentang peraturan yang 

akan diterapkan di suatu desa 

3) Menetapkan peraturan desa yang sudah disetujui 

bersama dengan BPD 

4) Menyusun serta membuat peraturan tentang anggaran 

pendapatan desa yang selanjutnya akan dibahas dan 

ditetapkan bersama-sama dengan BPD 

                                                             
34

 Nadya Chajjiyah Choirunnisa, Sesarengan Ambangun Desa, Surakarta: UNISRI Prees, 2020, 

H.19. 
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5) Melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa dan 

juga ekonomi desa 

6) Pembangunan yang hendak dilakukan di desa, lebih 

dahulu dikoordinasikan dan dilaksanakan dengan 

partisipasi semua warga 

7) Mewakili desa baik di luar pengadilan atau di dalam 

pengadilan serta memiliki hak menunjuk kuasa hukum 

sebagai wakil dirinya, tentunya sesuai dengan 

perundang- undangan yang berlaku 

8) Melakukan kewajiban dan wewenang kepala desa 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

b. Sekretaris Desa  

Tugas pokok dari sekretaris desa antara lain Membantu 

persiapan kepala desa dan melakukan kegiatan administrasi 

desa, Menyiapkan bahan untuk menyusun laporan 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Fungsi dari sekretaris desa antara lain : 

1) Melaksanakan beraneka macam tugas administrasi dan 

menyiapkan keperluan kepala desa supaya tugasnya 

berjalan dengan lancar 

2) Apabila kepala desa berhalangan untuk melakukan 

tugasnya, maka sekretaris dapat menggantikan 
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3) Sama halnya apabila kades diberhentikan untuk 

sementara, maka yang memegang jabatan sementara 

atau melaksanakan tugas kepala desa untuk sementara 

adalah sekretaris desa 

4) Mempersiapkan bantuan dalam melaksanakan 

penyusunan peraturan desa 

5) Mempersipakan bahan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

6) Koordinasi tugas-tugas yang dilakukan 

7) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala 

desa. 

c. Kaur Keuangan  

Kepala urusan keuangan atau yang dikenal dengan kaur 

keuangan ini tugas pokoknya antara lain membantu tugas 

sekretaris desa dalam mengelola sumber penghasilan desa, 

administrasi keuangan desa, persiapan bahan untuk membuat 

APB desa. 

Fungsi Kaur Keuangan yaitu: 

1) Mengelola administrasi keuangan desa 

2) Mempersiapan bahan untuk menyusun APB desa 

Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan 

oleh sekretaris desa. 
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d. Kaur Umum  

Kepala urusan umum atau yang disebut dengan kaur umum 

ini tugas pokoknya yaitu membantu sekretaris desa dalam 

melaksanakan tugas administrasi umum, kearsipan, tata usaha, 

inventaris desa, dan menyiapkan segala bahan untuk rapat dan 

pembuatan laporan; 

Fungsi dari Kaur Umum yaitu :  

1) Pengendalian kearsipan dan surat masuk serta surat 

keluar 

2) Mencatat inventaris atau kekayaan desa 

3) Melakukan tugas administrasi umum 

4) Menyimpan, menyediakan, dan menyalurkan alat-alat 

tulis kantor serta bertanggungjawab dalam memelihara 

dan perbaikan terhadap perabot atau perlengkapan 

kantor 

5) Melaksanakan pengelolaan administrasi perangkat desa 

6) Menyiapkan bahan untuk membuat laporan 

7) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh sekretaris 

desa. 

e. Kaur Perencanaan  

Kepala Urusan Perencanaan atau biasa disingkat Kaur 

Perencanaan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai 
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unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan 

perencanaan desa. 

Fungsi dari Kaur Perencanaan yaitu :  

1) menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan; 

2) menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja 

desa; 

3) evaluasi program 

4) melakukan monitoring; 

5) penyusunan laporan.
35

 

f. Kasi Pemerintahan  

Tugas pokok dari kasi pemerintahan antara lain membantu 

Kepala desa untuk melakukan pengelolaan administrasi 

kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketertiban 

masyarakat suatu desa, persiapan bahan dalam pelaksanaan 

kebijakan seperti kebijakan penataan dan kebijakan hukum 

desa; 

Fungsi dari kasi pemerintahan yaitu : 

1) Melaksanakan administrasi kependudukan 

2) Mempersiapkan bahan untuk menyusun rancangan 

peraturan serta keputusan kepala desa 

3) Melaksanakan administrasi pertanahan 

                                                             
35 http://keru.desa.id/organisasi/detail?nid=8986  

http://keru.desa.id/organisasi/detail?nid=8986
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4) Mencatatat monografi desa 

5) Mempersiapkan bantuan yang bertujuan untuk 

memperlancar penyelenggaraan dalam pemeritahan di 

desa dan melakukan penataan kelembagaan masyarakat 

6) Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan 

oleh kepala desa. Yang dimaksud dengan Administrasi 

pemerintahan. 

g. Kasi Kesejahteraan  

Kasi kesejahteraan memiliki tugas Membantu kepala desa 

dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam 

hal memberdayakan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. 

Fungsi dari Kasi kesejahteraan yaitu:  

1) Mempersiapkan bahan yang akan dipakai dalam 

program keagamaan 

2) Mempersipakan bahan yang akan dipakai dalam 

program pemberdayaan masyarakat dan sosial 

kemasyarakatan 

3) Mempersiapkan bahan yang akan dipakai dalam 

perkembangan kehidupan beragama 

4) Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan 

oleh kepala desa. 

h. Kasi Pelayanan  
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Kepala Seksi Pelayanan atau biasa disingkat Kasi 

Pelayanan Kasi Pelayanan merupakan salah satu unsur 

pelaksanan teknis dalam pemerintah desa, yang mempunyai 

tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas 

operasional. 

Fungsi Kasi pelayanan yaitu:  

1) melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap 

pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat 

2) meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian 

nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan 

ketenagakerjaan. 

i. Kadus  

Kepala Dusun adalah perangkat desa yang berkedudukan 

sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas 

membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di 

wilayahnya. 

Fungsi dari Kadus yaitu :  

1) Melaksanakan koordinasi pembangunan desa, 

jalannya pemerintahan desa, serta membina 

masyarakat yang ada di dusun 

2) Melaksanakan pembinaan-pembinaan terhadap 

masyarakat dan tugas yang berhubungan dengan 
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pembangunan atau melaksanakan koordinasi 

perihal masalah pembangunan yang terjadi di desa 

maupun di dusun. 

3) Berusaha untuk terus meningkatkan rasa 

kebersamaan dan gotong royong sesama warga 

dengan kata lain meningkatkan partisipasi 

masyarakat 

4) Melakukan usaha dalam rangka memelihara 

ketentraman dan ketertiban masyarakat 

5) Melaksanakan beragam fungsi yang lain yang telah 

dilimpahkan oleh desa. 

B. Pengangkatan Perangkat Desa  

1. Pengankatan Perangkat Desa  

Pengangkatan perangkat desa adalah serangkaian proses dalam 

rangka mengisi kekosongan jabatan perangkat desa memalui ujian tertulis 

oleh panitia pengangkatan perangkat desa. 
36

 

Pengangkatan Perangkat Desa non PNS tiap-tiap daerah memiliki 

beragam cara. Ada yang menggunakan mekanisme ditunjuk langsung oleh 

Kepala Desa Setempat, ada yang menggunakan mekanisme jalur ujian (tes 

tertulis), Ada juga dengan mekanisme pemilihan langsung. Namun pada 

                                                             
36

 Pasal 1 Peraturan Bupati Rokan Hulu No 28 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Dan 

Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu. 
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saat ini, tradisi pengangkatan Perangkat Desa non PNS mengalami 

pergeseran mekanisme. Beberapa fenomena pengangkatan Perangkat Desa 

non PNS sebagian besar cenderung tidak lagi ditunjuk oleh Kepala Desa. 

Pengangkatan mereka cenderung dilakukan oleh (BPD) Badan Perwakilan 

Desa setempat dengan acuan undang-undang yang telah deresmikan.
37

 

2. Persyaratan Pengangkatan  

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 

2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pasal 4 

persyaratan pengangkatan perangkat desa yaitu :  

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau 

yang sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang 

telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh 

dua) tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan foto 

copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang 

berwenang; 

c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa 

paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang 

dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa; dan  

                                                             
37 http://repository.radenintan.ac.id/2487/1/SKRIPSI_SALMAN.pdf  

http://repository.radenintan.ac.id/2487/1/SKRIPSI_SALMAN.pdf
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d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
38

 

3. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa 

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme 

sebagai berikut :  

a. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari ketua, 

sekretaris dan minimal seorang anggota. 

b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon 

perangkat desa yang dilakukan oleh tim. 

c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat 

desa dilaksanakan paling lama dua bulan setelah jabatan 

perangkat desa kosong atau diberhentikan. 

d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa 

sekurang-kurangnya dua orang calon dikonsultasikan oleh 

Kepala Desa kepada Camat. 

e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon 

perangkat desa selambat-lambatnya tujuh hari kerja. 

f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupakan persetujuan atau 

penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. 
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 Pasal 4 Peraturan Bupati Rokan Hulu No 28 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Dan 

Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu. 
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g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa 

menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan 

perangkat desa.  

h. Dalam hal rekomendasi Camat yang berisikan penolakan, 

Kepala Desa melakukan penjaringan dana penyaringan kembali 

calon perangkat desa.
39

 

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangkatan Perangkat Desa  

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pengangkatan perangkat 

desa yaitu: 

1. Memperkuat kemandirian Desa sebagai basis kemandirian NKRI. 

2. Perlu adanya pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa diwilayah Dusun; 

3. Perlu adanya yang melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman 

dan ketertiban di wilayah Dusun; 

4. Memperkuat posisi Desa sebagai subyek pembangunan; 

5. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat; 

6. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan 

kebutuhan lokal; 

7. Melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan dan Keputusan Kepala Desa; 
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 Kushandajani, Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Semarang: 

Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018. h.96. 
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8. Pembantu menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku didesa dan di wilayah Dusun; 

9. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi Desa untuk 

membangkitkan prakarsa dan potensi Desa;
40

 

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi pengangkatan perangkat desa 

dapat disimpulkan bahwa perangkat desa dibentuk karena untuk mewujudkan 

desa yang berkualitas dengan adanya pelayan administrasi. 

Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara 

yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di 

level Desa, melaksanakan program pembangunan, memberikan pelayanan 

administrative kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah 

memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga. 

Di sisi lain, karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat akar-

rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses 

pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Para perangkat Desa selalu 

dikonstruksi sebagai “kadus” yang diharapkan sebagai pelindung dan 

pengayom warga masyarakat. Para kadus Desa beserta elite Desa lainnya 

dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola 

kehidupan publik maupun privat warga Desa. 

Dalam praktiknya antara warga dan Kadus Desa mempunyai hubungan 

kedekatan secara personal yang mungkin diikat dengan tali kekerabatan 
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maupun ketetanggaan, sehingga kedua unsur itu saling menyentuh secara 

personal dalam wilayah yang lebih privat ketimbang publik. Batas-batas 

urusan privat dan public di Desa sering kabur. Sebagai contoh, warga 

masyarakat menilai kinerja Kadus Desa tidak menggunakan kriteria modern 

(transparansi dan akuntabilitas), melainkan memakai kriteria tradisional dalam 

kerangka hubungan klientelistik, terutama kedekatan kadus dengan warga 

yang bisa dilihat dari kebiasaan dan kerelaan kadus untuk bekerjasama.
41

 

Perangkat desa sebagai ujung tombak pemerintahan desa dalam tatanan 

demokrasi pemerintah desa, dan sebagai pengatur otonomi desa dalam 

mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal dan sumber 

daya ekonomi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan temuan dan dari hasil penelitian yang telah penulis 

lakukan dan penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis 

memberikan kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut :  

1. Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 

Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di 

Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Mekanisme Pengangkatan Perangkat 

Desa Di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, 

masi belum sepenuhnya sempurna dalamPenjaringan Hasil Pengangkatan 

Perangkat Desa, namun para aparat pemerintahan desa merasa telah 

melaksanakan mekanisme pengangkatan perangkat desa telah sesuai 

dengan aturan yang berlaku, tidak mengecek kembali dan tidak 

memberikan edukasi terhadap masyarakat betapa pentingnya ilmu 

pemerintah itu.  

2. Masalah yang terjadi dalam proses pelaksanaan mekanisme pengangkatan 

perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu 

Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian 

Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu yang peneliti temukan di 

lapangan yaitu kurangnya transparansi didalam melakukan penjaringan 
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hasil pengangkatan perangkat desa, kurangnya pengawasan didalam 

penjaringan perangkat desa, kurang tegasnya Peraturan Bupati No 28 

Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, 

kurangnya rasa keingin tahuan masyarakat untuk mengetahui 

pemerintahan desa, kurang nya inisiatif dari pemerintahan desa dalam 

penyebaran informasi dan edukasi tentang ilmu pemerintahan terhadap 

masyarakat, dan kurangnya tingkat kesadaran dari pemuda atau penerus 

generasi bangsa akan pentingnya ilmu pemerintahan.  

B. Saran 

Dari beberapa kesimpulan yang peneliti rangkum, peneliti juga 

memberikan saran yaitu :  

1. Didalam pelaksaan mekanisme pengangkatan perangkat desa ini saran 

yang penulis berikan yaitu perlunya kesadaran oleh semua aspek, baik itu 

dari pemerintah desa maupun dari masyarakat untuk mengsukseskan dan 

memajukan kepentingan desa agar menjadi desa yang adil dan makmur.  

2. Dan untuk pemerintah desa dalam menjalankan dari semua kegiatan yang 

bertujuan untuk kepentingan desa agar lebih transparan lagi dalam 

melakukan penjaringan hasil pengangkatan perangkat desa atau 

mengsosialisasikan apapun itu kegiatan yang untuk kemajuan desa, dan 

untuk pemuda atau penerus bangsa ditingkatkan lagi rasa kepedulian 

terhadan pemerintahan desa.  
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3. Perlu adanya penegasan didalam Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu 

Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian 

Perangkat Desa. 
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DAFTAR PENGISIAN ANGKET 

A. Kata Pengantar  

Pertanyaan yang diajukan dalam angket ini bertujuan untuk 

memperoleh data tentang “ Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 

Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten 

Rokan Hulu (Studi Kasus Di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, 

Kabupaten Rokan Hulu)”.  

B. Petunjuk Pengisian Angket  

1. Berilah tanda (x) pada jawaban yang dipilih. 

2. Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian  

3. Kejujuran sangat diperlukan dalam pengisian angket ini. 

C. Identitas Mahasiswa  

Nama  : Yusuf Aji Purnomo 

Nim  : 11720714765 

Fak/Jur : Syariah/Ilmu Hukum UIN Suska Riau 

D. Identitas Responden  

Nama  : 

Alamat  : 

Umur   : 
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ANGKET PENELITIAN 

1. Apakah saudara mengetahui mekanisme pengangkatan perangkat desa? 

a. Tahu  

b. Tidak tahu 

2. Apakah saudara mengetahi adanya pengangkatan perangkat desa? 

a. Tahu 

b. Tidak tahu 

3. Apakah saudara mengetahui tentang adanya peraturan pengangktan perangkat 

desa? 

a. Tahu  

b. Tidak tahu  
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